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Tantangan di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut daya tahan dan daya saing sebuah 
kelompok, komunitas, organisasi dan negara dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia sebagai 
“intelectual asset” menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan 
ARTICLE HISTORY 
Received : 2310-2019  
Revised   : 18-10-2019 
Accepted : 17-11-2019 
ABSTRACT 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 44 telah 
mengamanahkan bahwa: 1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan 
kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam 
cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; 2) 
Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diterbitkan 
oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Organisasi Profesi, lembaga 
Pelatihan atau Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang 
lulus ujikompetensi; 3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
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kompetititif. Untuk merealiasikan upaya peningkatan pembelajaran dan kinerja, maka diperlukan suatu standar 
kompetensi profesi. Isu sertifikasi menjadi sangat hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan khususnya pihak-
pihak yang terlibat dalam proses pembinaan profesi baik pendidikan, kesehatan, keuangan, pemerintahan dan 
kemasyarakatan. Isu sertifikasi menjadi salah satu cara yang digunakan dalam membangun struktur karir 
profesional dan pengembangan kualitas atau mutu. 
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi 
dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali 
Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 
Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah 
menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 
lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan 
secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud no. 73 Tahun 2013. Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU 
PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di 
setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada 
capaian pembelajaran (learning outcomes).  
Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi 
semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar 
pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel 
dan transparan. 
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi 
dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Pernyataan ini telah menegaskan kembali 
Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 
Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 
Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah 
menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 
lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan 
secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud no. 73 Tahun 2013. Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU 
           






PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di 
setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada 
capaian pembelajaran (learning outcomes).  
Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi 
semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar 
pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel 
dan transparan. 
Akan tetapi masih ditemukan adanya permasalahan pada Perguruan Tinggi Vokasi Penerbangan, terkait: 
1) Otoritas pengujian kompetensi masih di kementerian perhubungan bukan di BNSP; 2) Belum ada regulasi yang 
komprehensif yang mengatur peran BNSP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait sertifikasi 
kompetensi (pembagian tanggungjawab); 3) SKKNI sektor penerbangan belum seluruhnya disusun dan disahkan 
sesuai KKNI seharusnya uji kompetensi di BNSP/LSP sementara kemenhub juga tidak ingin kehilangan 
otoritasnya. 
 
MATERIALS AND METHODS RESEARCH LOCATION  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati (Moleong, 2009:3). Sedangkan Nasution (dalam Sugiyono, 2005:180) menjelaskan pada 
hakekatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, 
berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dalam penelitian kualitatif metode yang 
biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Latar yang digunakan dalam 
penelitian kualitatif  adalah latar alamiah dengan tujuan agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan 
fenomena (Moleong, 2009:5). 
Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif yang meliputi 
beberapa tahap antara lain : (1) pra-lapangan (2) kegiatan lapangan, (3) analisis intensif. Penentuan teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber 
data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 
harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2005:54).  
           






Metode  pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu  
dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di 
lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
Kebijakan 
Carl Friedrich dalam Wahab (2012) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah 
pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 
dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 
mewujudkan sasaran yang diinginkan, sedangkan Anderson dalam Winarno (2012) merumuskan kebijakan sebagai 
langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya 
masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.  
Anderson dalam Winarno (2012) juga mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang 
mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep 
kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada 
apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang 




Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. 
Kurikulum dalam dunia pendidikan seperti kata Doll dalam Mudlofir (2012) bahwa kurikulum sekolah adalah 
muatan proses, baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan 
pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah, 
sedangkan menurut Dulton dalam Mudlofir (2012) mengatakan kurikulum dipahami sebagai pengalaman-
pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar di bawah naungan sekolah. 
           






Pengertian kurikulum menurut Dakir (2010) adalah seperangkat rencana dan pengaturan menggenai isi dan 
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Sedangkan 
menurut Sanjaya (2010) kurikulum adalah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi 
materi dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, starategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi 
yang di rancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang 
dirancang dalam bentuk nyata. 
Menurut Hamalik (2015), kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 
pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan kegiatan belajar, 
sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
Mengingat, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bahkan dalam 
pengertian yang lebih luas, keberadaan kurikulum tidak saja terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam 
ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di 
dalam kampus (Hamalik, 2015).  
 
Pendidikan Vokasi 
Menurut Billet (2011:59) vokasi merupakan produk atau jasa yang menarik dan merupakan pengalaman 
diri seseorang yang menyebabkan orang lain bergantung atau membutuhkannya sehingga dipanggil atau diundang 
untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan/job. Vokasi berhubungan dengan kapasitas yang dibutuhkan dalam 
menjalankan suatu aktivitas pekerjaan. Proses pengembangan ke-vokasi-an sesorang membutuhkan pendidikan dan 
pelatihan yang disebut dengan pendidikan vokasional (Sudira, 2015:3). 
Sudira (2015) menambahkan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menyiapkan 
terbentuknya keterampilan, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja, dan apresiasi terhadap 
pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha/industri, diawasi oleh masyarakat dunia usaha 
dan industri dalam kontrak dengan lembaga-lembaga asosiasi profesi serta berbasis produktif. Jadi, pendidikan 
kejuruan (vokasional) mempunyai orientasi pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan, keterampilan 
dan pembentukan sikap individu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk membentuk sikap positif terhadap 
pekerjaan untuk meningkatkan karir ditempat kerja (Hanafi, 2014). 
           






Tujuan pendidikan vokasional adalah untuk menyiapkan seseorang menjadi pekerja dalam berbagai bidang 
pekerjaan. Menurut Sudira (2015:5) pendidikan vokasional setidaknya diselenggarakan untuk empat tujuan pokok 
yaitu: 
1. Persiapan untuk kehidupan kerja meliputi pemberian wawasan tentang pekerjaan yang mereka pilih 
2. Melakukan persiapan awal bagi individu untuk kehidupan kerja meliputi kapasitas diri untuk 
pekerjaan yang dipilih 
3. Pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi individu dalam kehidupan kerja mereka agar mampu 
melakukan transformasi kerja selanjutnya 




Manajemen kualitas dapat juga diartikan sebaia manajemen kualitas terpadu (total quality management). 
Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berkembang dari Amerika Serikat, 
dipelopori oleh pakar kualitas: Deming, Juran, dan Crosby dari tahun 1950 dan lebih populer sejak tahun 1980-an, 
diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan daya saing perusahaan.  
Tujuan TQM adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi. Hal ini 
sejalan dengan pendapat Ishikawa dalam Nasution (2005), “Total Quality Management adalah perpaduan semua 
fungsi ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, team work, produktivitas dan 
pengertian serta kepuasan pelanggan”. TQM adalah salah satu konsep manajemen yang merupakan komitmen yang 
sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas jangka panjang dan membutuhkan penggunaan peralatan maupun 
teknik-teknik tertentu, walaupun yang paling utama adalah lebih pada adanya sebuah komitmen (Salusu, 2006). 
Sertifikasi Profesi 
Pengertian sertifikasi profesi adalah sertifikasi kerja yang diperlukan untuk mendapatkan atau 
meningkatkan kompetensi tertentu. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi kerja yang dominan dikeluarkan oleh 
LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang diakreditasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), contohnya 
           






adalah Sertifikasi Profesi Ahli Manajemen Risiko, Analis Keuangan, Akuntan Publik, Konsultan Pajak dan 
berbagai sertifikasi profesi untuk kompetensi yang lain (Triana dan Rosmalia, 2017). 
Sesuai dengan PERPRES 8/2012, Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat 
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sehingga sistim sertifikasi ini mempunyai 
fleksibilitas berharmonisasi dengan berbagai sistem nasional maupun internasional (Triana dan Rosmalia, 2017). 
Sesuai dengan Peraturan BNSP 01/2015, Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional adalah tatanan 
keterkaitan komponen sertifikasi kompetensi profesi yang mencakup pembentukan kelembagaan sertifikasi, 
lisensi, lembaga sertifikasi, pengembangan sistem informasi sertifikasi kompetensi dan pengendalaian mutu 
sertifikasi yang sinergis dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja 
nasional (Triana dan Rosmalia, 2017). 
 
PEMBAHASAN 
Saat ini pendidikan vokasi menjadi prioritas pemerintah. Karena di dalamnya memadukan pendidikan 
sistem ganda, sehingga membuat siswa tidak hanya menguasai teori di kertas dan di kelas tetapi juga mempunyai 
ketrampilan dan siap kerja. Oleh karena itu, dalam menjawab tantangan tersebut maka semakin penting untuk 
memperhatikan kurikulum yang diterapkan termasuk penerapan sertifikasi kompetensi kepada taruna di Akademi 
Penerbangan Indonesia Banyuwangi. 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara (PPSDMPU) kembali melakukan 
penyusunan Kurikulum Program Studi Perguruan Tinggi Vokasi Penerbangan Tahap II  pada tahun 2019. Sesuai 
standar isi pendidikan tinggi, kurikulum suatu program studi harus memuat empat elemen pokok yaitu tujuan 
(kompetensi/learning outcome), isi dan bahan pelajaran, cara, serta kegiatan pembelajaran, yang implementasi dan 
realisasinya diwujudkan dalam mata kuliah program studi. 
Perubahan kurikulum perguruan tinggi akan dapat menghasilkan lulusan yang relevan dengan era revolusi 
industri generasi ke empat. Kurikulum perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan-lulusan 
yang unggul dan berkarakter serta mempunyai nilai-nilai kebangsaan serta relevan dengan  pembangunan nasional 
termasuk kebutuhan tenaga terdidik dan terampil di era revolusi industri generasi ke empat. 
           






Dalam perubahan kurikulum tersebut perlu didukung adanya upaya peningkatan kompetensi melalui 
sertifikasi kompetensi. Terkait dengan penyiapan tenaga kerja yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
pelatihan berbasis kompetensi maka perlu ada kerja sama antara penyedia program pelatihan, lembaga sertifikasi 
dan pengguna tenaga kerja agar terjadi sinkronisasi antara jenis pelatihan, kesiapan lembaga sertifikasi dan 
kebutuhan dunia usaha dan industri. Hasil penelitian Hapsari (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi 
kompetensi di Indonesia adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi. 
 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  
Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu lulusan taruna di Akademi Penerbangan 
Indonesia Banyuwangi dapat dilakukan dengan melakukan perubahan kebijakan kurikulum. Oleh karena itu, dalam 
menjawab tantangan tersebut maka semakin penting untuk memperhatikan kurikulum yang diterapkan termasuk 
penerapan sertifikasi kompetensi kepada taruna di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. 
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